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I. UMUM

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia
wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor
Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran
Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang
pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak
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tercapainya pelayanan one day service mengingat permohonan yang
masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia
dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu
diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara
elektronik (online system).

Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara
pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain
mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan
sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia,
pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan
akta Jaminan Fidusia. Semua tata cara pendaftaran itu dilakukan
secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah ini, antara lain:

a. adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya
untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia.
Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya.
Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima
Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan
penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa
beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap
Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka
waktunya;

b. besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan
berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya
pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris; dan
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